Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Batas Tanah







A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakan negara agraria, dimana sebagian besar 
masyarakatnya memiliki mata pencarian sebagai petani. Hal yang tidak dapat 
dipisahkkan dari petani adalah tanah yang digunakan sebagai lahan 
persawahan. Jadi pada dasarnya, manusia dan tanah mempunyai hubungan 
yang sangat erat, sangat alami dan tidak dapat dipisahkan. Hal ini dapat 
dimengerti dan dipahami, karena tanah merupakan tempat tinggal, tempat 
pemberi makanan, tempat mereka dilahirkan, tempat mereka dimakamkan 
bahkan tempat leluhurnya, maka selalu ada pasangan manusia dengan tanah, 
antara masyarakat dengan tanah.
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Pasal 4 Undang-Undang Pokok Agraria dinyatakan bahwa, ”Dengan 
adanya dasar hak menguasai dari negara maka ditentukan adanya macam-
macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan 
kepada dan dipunyai orang-orang”. Dengan demikian jelas bahwa tanah 
dalam pengertian yuridis adalah permukan bumi, sedangkan hak atas tanah 
adalah hak atas sebagian permukaan bumi yang terbatas, berdimensi dua 
dengan ukuran panjang dan lebar. Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh 
orang dengan hak-hak yang disediakan oleh Undang-Undang Pokok Agraria 
adalah untuk digunakan atau dimaanfaatkan. Diberikan tanah dengan hak 
                                                             
1
Samun Ismaya, 2011, Pengantar Hukum Agrarian, Yogyakarta: Graha Ilmu, hal 55. 
2 
 
tersebut tidak akan bermakna jika penggunaannya terbatas hanya pada tanah 
sebagai permukaan bumi saja.
2
 
Pengertian tanah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) adalah “permukaan bumi yang 
dalam penggunaannya termasuk bagian tubuh bumi yang di bawahnya dan 
bagian ruang di atasnya sesuai dengan tujuan penggunaannya.”3 
 Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia sedangkan 
persediaan tanah sangatlah terbatas. Keadaan demikian itu mengakibatkan 
harga tanah melonjak dan susah untuk diperoleh. Hal itu di samping 
membawa dampak yang positif yaitu dengan memberikan peningkatan 
kesejahteraan dan keuntungan bagi pemiliknya, juga memberikan dampak 
yang negatif yaitu timbulnya berbagai kasus dan permasalahan dalam bidang 
pertanahan. 
Sengketa pertanahan di Indonesia bukan merupakan hal yang baru dan 
masih terjadi sampai saat ini. Pada awalnya sengketa pertanahan hanya terjadi 
antara para pihak perseorangan, tapi saat ini sengketa pertanahan sudah terjadi 
di semua sektor kehidupan masyarakat, seperti sektor kehutanan, sektor 
pertambangan sampai pada wilayah tambak pesisir selama ini sengketa 
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Salah satu sengketa yang banyak terjadi adalah sengketa mengenai 
batas tanah yang disebabkan banyak hal, karena tanah yang belum didaftarkan 
bisa juga karena adanya pihak ketiga yang menguasai tanah tersebut, 
penyelesaian sengketa tanah yang berlarut-larut dan tidak ada penyelesaian 
yang baik dapat menyebabkan adanya pihak yang dirugikan serta melakukan 
gugatan ke pengadilan. 
 
Meskipun ada peluang lebar menggugat melalui pengadilan tetapi 
pihak awam cenderung menghindarinya, selain itu terdapat anggapan dalam 
masyarakat bahwa pengajuan gugatan lewat pengadilan relatif mahal, 
memakan waktu yang cukup lama bahkan berbelit-belit. Oleh karena itu 




Penyelesaian melalui jalur pengadilan bertujuan untuk mendapatkan 
keadilan dan kepastian hukum, maka penyelesaian di luar pengadilan justru 
yang diutamakan adalah perdamaian dalam mengatasi sengketa yang terjadi di 
antara yang bersengketa dan bukan mencari pihak yang benar atau salah. Bila 
harus mencari siapa yang benar dan yang salah, tidak akan menghasilkan 
keputusan yang menguntungkan para pihak yang bersengketa penyelesaian 
sengketa non-litigasi atau alternatif yang lebih dikenal dengan istilah 
Alternatif Dispute Resolution (ADR) diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.  
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Mekanisme penyelesaian sengketa dengan cara ini digolongkan dalam 
media non-litigasi yaitu merupakan konsep penyelesaian konflik atau sengketa 
yang kooperatif yang diarahkan pada suatu kesepakatan satu solusi terhadap 
konflik atau sengketa yang bersifat win-win solution. ADR dikembangkan 
oleh para praktisi hukum dan akademisi sebagai cara penyelesaian sengketa 
yang lebih memiliki akses pada keadilan.
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Beberapa permasalahan tanah, bisa diselesaikan dengan baik oleh 
Kantor Pertanahan (Badan Pertanahan Nasional) melalui “mediasi”.7 Mediasi 
adalah upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan bantuan 




Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk 
menyusun skripsi dengan judul ”TINJUAN YURIDIS PENYELESAIAN 
SENGKETA BATAS TANAH DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL 
KOTA SALATIGA.” 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat 
dirumuskan sebagai berikut: 
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1. Bagaimana penyelesaian sengketa batas tanah melalui mediasi di Badan 
Pertanahan Nasional Kota Salatiga? 
2. Bagaimana hambatan penyelesaian sengketa batas tanah di Badan 
Pertanahan Nasional Kota Salatiga? 
 
C. Tujuan Penelitian  
Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian yang akan 
dilakukan ini adalah: 
1. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa batas tanah melalui mediasi di 
Badan Pertanahan Nasional Kota Salatiga. 
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang ditemui Badan Pertanahan 
Nasional Kota Salatiga dalam menyelesaikan sengketa batas tanah melalui 
mediasi. 
 
D. Maanfaat Penelitian  
Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang dapat 
diperoleh dari penelitian ini. 
1. Manfaat teoritis  
a. Sebagai salah satu sarana guna menyusun skripsi untuk melengkapi 
persyaratan mencapai gelar sarjana di bidang hukum Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap 




2. Manfaat Praktis  
a. Bagi penulis  
Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menambah 
pengetahuan dalam bidang hukum berkaitan dengan penyelesaiaan 
sengketa batas tanah di Badan Pertanahan Nasional Kota Salatiga. 
b. Bagi masyarakat  
Penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat 
memberikan informasi berkaitan dengan penyelesaian sengketa batas 
tanah di Badan Pertanahan Nasional yang terjadi di seluruh Indonesia 
serta mengetahui kebijakan yang telah ditempuh oleh Badan 
Pertanahan Kota Salatiga. 
 
E. Kerangka Pemikiran 
Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan lembaga pemerintahan 
yang bertugas untuk melaksanakan dan mengembangkan administrasi 
pertanahan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, penyelesaian masalah 
pertanahan merupakan salah satu fungsi yang menjadi kewenangan BPN. 
Penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi oleh BPN perlu dilandasi dengan 
kewenangan-kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang-
undangan. Bahwa dalam rangka menetapkan langkah dan arah dalam 
menangani dan menyelesaikan sengketa, konflik dan perkara Pertanahan 
secara efektif telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Republik 
Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kebijakan dan Strategi Kepala BPN 
Republik Indonesia Menangani dan Menyelesaikan Sengketa, Konflik dan 
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Perkara Pertanahan Tahun 2009, dimana sistem penanganan masalah 
Pertanahan dengan berpedoman kepada Keputusan Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan 
Penyelesaian Masalah Pertanahan. Salah satu metode penyelesaian kasus 
pertanahan ditetapkan melalui mediasi dimana mekanisme pelaksanaan 
mediasi diatur di dalam Petunjuk Teknis Badan Pertanahan Nasional Republik 
Indonesia Nomor: 05/JUKNIS/D.V/2007 (Keputusan Kepala BPN Republik 
Indonesia Nomor 34 Tahun 2007) tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi 
yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2016. 
Adapun prosedur penyelesaian sengketa pertanahan melalui 
mekanisme mediasi oleh BPN dimulai adanya pihak penggugat melaporkan 
gugatannya di Kantor BPN. Terhadap laporan tersebut Seksi Bagian Tata 
Usaha lalu membuat surat rekomendasi yang ditujukan kepada Seksi 
Sengketa, Konflik dan Perkara guna ditanganinya permasalahan tersebut. 
Kemudian Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara membuat surat pemanggilan 
kepada para pihak yang bersengketa guna diadakan negosiasi-negosiasi untuk 
mencapai titik temu kesepakatan.  
Setelah adanya kesepakatan dari para pihak untuk dilaksanakannya 
penyelesaian masalah melalui lembaga mediasi maka Seksi Sengketa, Konflik 
dan Perkara membuat suatu Berita Acara guna dilaksanakan mediasi. Setelah 
dibuatnya Berita Acara maka pihak mediator dalam hal ini adalah BPN akan 
mengadakan mediasi dengan kedua belah pihak yang sedang bersengketa guna 
mendapatkan putusan yang saling menguntungkan dari kedua belah pihak. 
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Apabila kedua belah pihak yang bersengketa sepakat dengan putusan yang 
diberikan oleh seorang mediator, maka putusan tersebut akan ditindaklanjuti. 
Adapun penindaklanjutan putusan tersebut dengan perbuatan-perbuatan 
administrasi yaitu penyelesaian sengketa itu sendiri.  
Adapun fungsi dari perjanjian perdamaian, berita acara, notulis 
maupun laporan tersebut merupakan dokumen tertulis sebagai dasar 
pertimbangan kepala BPN untuk merumuskan putusan penyelesaian sengketa 
yang diterima BPN, sedangkan realisasi fisik maupun administrasinya yaitu 
perubahan data sebagai akibat dari penyelesaian sengketa tersebut dilakukan 
oleh BPN. 
 
F. Metode Penelitian  
Metode penelitian adalah suatu metode atau cara kerja untuk dapat 
memahami objek yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang 
bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seseorang ilmuan mempelajari 
dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahaminya.
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1. Metode Pendekatan  
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
melalui yuridis normatif yakni suatu prosedur penelitian untuk 
menentukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatif 
dengan cara menelaah teori-teori hukum, konsep hukum, asas-asas hukum, 
serta peraturan perundang-undangan terhadap penyelesaian sengketa batas 
tanah di Badan Pertanahan Nasional Kota Salatiga. 
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2. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian ini yang akan digunakan dalam penelitian ini 
bersifat deskriptif, yakni dengan menggambarkan proses atau tahap serta 
menjelaskan hasil penelitian yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa 
batas tanah di Badan Pertanahan Nasional Kota Salatiga. 
3. Lokasi Penelitian  
Penulis mengambil lokasi Badan Pertanahan Nasional di Kota 
Salatiga dikarenakan penulis berdomisi di daerah tersebut sehingga 
mempermudah peneliti untuk melakukan penelitian.  
4. Jenis Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
menggunakan data primer dan sekunder antara lain: 
a. Data primer  
Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari 
lapangan yaitu data yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa 
batas tanah di Badan Pertanahan Nasional Kota Salatiga. 
b. Data sekunder  
Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh penulis melalui 
studi kepustakaan antara lain buku-buku, jurnal, artikel, dokumen-
dokumen, dan peraturan perudang-udangan yang berkaitan dengan 





5. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data merupakan suatu cara untuk 
mempermudah penulis untuk mendapatkan suatu data terutama data 
primer, maka dengan begitu penulis membagi dengan beberapa metode 
pengumpulan data yang terkait dengan skripsi: 
a. Studi kepustakaan  
Yaitu metode dengan cara pengumpulan data dengan mencari 
penjelasan dalam peraturan perundang-undangan dan bahan hukum 
yang lain yang mendukung dengan materi skripsi ini baik bahan 
hukum primer, bahan hukum sekuder, bahan hukum tersier. 
b. Studi lapangan 
 Studi lapangan adalah cara pengumpulan data secara 
langsung pada objek yang akan diteliti dengan cara wawancara adalah 
percakapan antara orang satu dengan orang yang lain atau narasumber 
demi memperoleh informasi yang diinginkan melalui tanya jawab 
bertukar fikiran terkait masalah yang diinginkan.  
6. Metode Analisis Data  
Proses atau metode analisis data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah analisis data normatif kuantitatif yang nanti akan dipadukan 
penulis antara data lapangan dengan data kepustakaan serta mengelola data 
primer yang telah diperoleh dan akan dijadikan satu-kesatuan. Yang nanti 
akan dapat digunakan untuk menjawab masalah pokok yang berkaitan 




G. Sistematika Penulisan  
Sistematika penulisan ini disusun menjadi 4 (empat) bagian bab, agar 
mudah dipahami oleh pembaca, yaitu: 
BAB I PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
B. Rumusan Masalah 
C. Tujuan Penelitian 
D. Manfaat Penelitian 
E. Metode Penelitian 
F. Sistematika Penulisan 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA  
A. Tinjauan Umum tentang Sengketa Hak Atas Tanah  
1. Pengertian Sengketa 
2. Pengertian Sengketa Pertanahan 
3. Bentuk Sengketa 
4. Sebab Munculnya Konflik atau Sengketa 
5. Penyelesaian sengketa pertanahan 
6. Tipologi Sengketa Tanah 
B. Tinjauan Umum tentang Mediasi  
1. Pengertian Mediasi 
2. Pengertian Mediator 




C. Tinjauan Badan Pertanahan Nasional  
1. Pengertian Badan Pertanahan Nasional 
2. Kedudukan dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional 
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
A. Penyelesaian Sengketa Batas Tanah melalui Mediasi di Badan 
Pertanahan Nasional Kota Salatiga 
B. Kendala Apa Saja yang Ditemui Badan Pertanahan Nasional kota 
Salatiga dalam Menyelesaikan Sengketa Batas Tanah melalui 
Mediasi 
BAB IV PENUTUP  
A. Kesimpulan  
B. Saran  
 
